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KONSEP DAN GAGASAN PENGENALAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
BAGI ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
GENERASI YANG BEBAS KORUPSI

Oleh: Lavrensius Arliman 8.

Abstrak

Korupsi merupakan Kejahaltan vang merusak bangsa Indonesia, bayangkan apabila korupsi
dilnarkan berkembang biak di Indonesia, maka bangsa Indonesia kedepannya pasti akan hancur.
Anak scbagai penerus generasi bangsa, baruslah di berikan pendidikan dengan kualitas yang baik,
salalh satu yang bisa diajarkan kepada anak adalah pendidikan antikorupsi. Melalui pendidikan
antikorupsi ini, anak akan mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan yvang sangatl jelek, dan
ditentang oleh semua masyarakat. Tulisan im menjelaskan mengenai konsep pendidikan antikorups:
di sckolah, yang diajarkan dalam pendidikan formal, Konsep pendidikan ini harus dimulai dar
keluarga, sekolah, magyarakat serta pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang tekant terhadap
anak. Cragasan yang penulis tawarkan adalah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi ind dari
mulai jenjang pendidikan yang paling bawah sampai akhir untuk anak, selain itu pemerintah harus
membenkan pendidikan bagi guru-guru terhadap korupsi, dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang
mendukung, antara lain: buku, akses internet, simulasi beatuk korupsi. Selain itu mengajak
masyarakat dan aparat penegak hukum saling menguatkan dalam memberantas korupsi.

Kata Kunci; Pendidikan Antikorupsi; Anak, Bebas Korupsi.

Ahstract

Corruption iv a crime that damages the nation of Indoresia, imagine i allowed 1o breed corruption
in Indonesia, the Indonesion naiion forward would be desiroved Children as the successor
generation of people, should be given education of good quality, one that can be taught o children
is the anti-corruption educatiom. Through this anti-corruption education, the child will know that
corruption is a very ugly action, and opposed by all of society, This paper describes the concept of
anti-corrupiion education in schools, taught in formal education. The concept of this education
mwst xtard fromm the foemdly, school, community and the eovernment and other fnstitutions that ekt
against children. The idea rhat the authors offer s implementing anti-corruption education is from
the start their education at the bottom wnill the end for the child, other than that the povernment
showld provide edweation for teachers apainst corvuption, and provide focilities that support,
among other things: books, injernet access, simulated forms of corruption. Moreover invites the
public and law enforcement agencies In combating corruption are mustually reinforeing.

Keywords: Education Anti-Corruption; Children's Non Corruption.

A, Pendahuluan manusia yvang merupakan potensi dan penerus

Secara filosofi anak sebagai bagian dari cita-cita perjuangan bangsa di masa vang akan
generasi muda, sebagai salah satu sumber dava datang, vang memilik peran strategis serta mem-
punyai cirl dan sifat khusus, memerlukan pem-
" Dosen Hokum Tats Negars di Sekolah Tinggi lms Hu-  binaan dan perlindungan yang khusus pula. Hak

kum Padang, Pencliti di Lembaga Amti Kooupsi Integritas,  gine pendidikan dalam konteks mbag_ﬁi Warga
Mishaseswin Doktor limu Hukum Universites Andales,
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negara diatur dalam pasal 31 Undang-Undang
Dasar 1945 (UUD 1945),’ merujuk pada hal itu
makan dapat dikatakan: 1) setiap negara berhak
mendapal pendidikan; ) seliap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerin-
tah wajib membiayai; 3) pemerintah mengusa-
hakan dan menyelenggarakan satu sistem pendi-
dikan nasional, yang meningkatkan keimanan
dan ketakwasn serta akblak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidopan bangsa, yang diatur
dengan perundang-undangan; 4) nepara mem-
prionitaskan anggaran pendidikan seKurang-ku-
rangnya dua pulu persen dar anggaran pendapa-
tan dan belanja daerah uniuk memenui kebum-
han penyelanggaran pendidikan nasional; dan 5)
pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi *

Lembaga-lembaga pendidikan selals dii-
dolakan dengan lembaga yang bebas dari prak-
tik korupsi. Harapan dibebankan kedunia pendi-
dikan untuk membangun sikap anti korupsi,
membangun sikap amanab (frest). Tuntutannya,
sistem pendidikan harus dibenahi apgar dapat
menjawab permintaan terscbut, Pertanvaannya
apakah pendidikan di Indonesia siap untuk 1tu?
Pendidikan suatu proses belajar dan penyesuat-
an individu-individu secara terus menerus terha-
dap nilai-nilai budays dan cita-cita masyarakat;
suntu proses dimana suam bangsa mempersiap-
kan generasi mudanya untuk menjalankan kehi-
dupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara
efektif dan efisien.’ Ki Hajar Dewantara menya-
takan hahwa pendidikan umumnya berarti daya
upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan
batin}, pikiran {infellect) dan jasmani anak-anak,
sclaras dengan alam dan masyarakatnya.'

Dalam teon pendidikan terdapat tige ra-
nah dalam taksonomn twjuan pendidikan, Perta-
ma, ranah kognitif vang menckankan aspek on-

! Arfinni, Hak Konstitusional Anak Ates Pendidikan Da.
lam LILID 1945, Jurpal Yustsin, Volume 19 Momor 2,
Dicsember 2012, hlm 263,

* Edita Simamore, Hak Pemeratsan Pendidikon D indo-
nesia { Tinjauan Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Dasar
Mogars Republik Indonesia 1945), Jumnal Advokast, Vo-
lusee 5 Momor 2, Desember 2014, him. 92,

' Hujoir AH. Senaky, Pendidikan Anti Korepet, lihat da-
lam: hitp:sanaky st uiiac id 20090205/ pendidikan-
enti-korupsi, dinkses pada tanggal 15 Juni 2006,

* Ki Hajar Dewnniam, Pendidikan, 1977, Yogyakans,
dliejebis Duhiier Persatuon Tamasn Sisws, him, 14,
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tuk mengingat dan mereproduksi informasi yang
telah dipelajar, yaitu untuk mengkombinasikan
carg-cara kreatif dan mensintesakan ide-ide dan
materi baru, Kedua, ranah afektif yang mene-
kankan aspek emosi, sikap, apresiast, mlai atao
tingkat kermampuan menerima atau menolak se-
suani, Kefiga, anah psikomotorik yang mene-
kankan pada tujuan untuk melaiih ketermmpalan
seperti menulis, teknik mengajar, berdagang,
dan lam-lain. Dari ketiga ranab pendidikan ter-
sebut idealnya harus selaras dan saling meleng-
kapi. Tetapi kenvataannya hubunpan antara pe-
rubshan sikap (ofein)) dan meningkatmya ilmu
pengemahuan (kognifif) secara statistk conde-
rung berdiri sendiri, Maks dari ketiga unsur
pencapaian pendidikan ity, idealnya harug dila-
kukan secara terpadu (intcgral) sehingga terca-
pai twuan proses pendidikan vang diinginkan
dan akan jelas ke mana pendidikan it akan di-
arahkan, Namun kepyataanva kecondorungan
dan pencapaian pendidikan sudah jauh bergeser
dari nejuan ideahya’

Foorupsi di negert int sckarang sedang me-
rajalela bahkan telah menjndi suatu “kebiasaan”.
Berbagai upaya telah dilakukan pemenntah da-
lam menangani korupsi dan hukum yang sangat
tegas. Namun, tetap saja komupsi masih terdapat
di negeri imi. Salah satu mengapa orang berani
melakuken tindak pidana korupsi yaitu karena
kurangnya kesadaran pribadi tentang  bahaya
korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan
para koruptor karena mercka sudah terlanjur ter-
biasa domgan findakannya tersebut, Jadi, salah
satu upayn jangka panjang vang terbaik untuk
mengatasi korupsi adalah dengan memberikan
pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan
generasi muda sekarang, Karena generasi muda
adalah generasi penerus yang akan mengganti-
kan kedudukan para penjabat terdabulu. Juga
karena penerasi muda sangat mudsh torpenga-
ruh dengan lingkungan di sekitarmya. Jadi, kita
lehih mudah mendidikdan memengaruhi genera-
st muda supaya tdak melakukan tindzk pidana
korupsi sebelum mercka lebih dulu dipenganihi

' Pendidikan Anti Korupsi i UINiain'5TAIN: Memba-
pgun Budsys Anti Korupsi, lihet dulam Hujair AH. Sana-
kv, Cip.cit,
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oleb “budaya” korupsi dan generasi pendahulu-
nya."

Megara Indonesia berada pada urutan ke-3
schagai negara terkorup di Asia, Prestasi itu cu-
kup menggembirakan karena beberapa tahun se-
belomnya, LSM (lembaga swadaya masvariakat)
asal Jerman melakukan survel yang dimuat da-
lam majalah Der Spiegell, Indonesia adalah ne-
gara yang paling korup, Pemberantasan korupsi
idealnya harus dilakukan denpan pendekatan
konsep vang bersifat totalitas dan komprehensif,
Megara-negara Afrika bagian selatan, misalnya,
merumuskan  strategi  pemberantasan  korupsi
berbentuk piramida yang pada puncaknya ada-
lah prevensi (pencerahan), Pada kedua sisinya
masing-masing pendidikan masyvarakat (public
ecfcation) dan pemidanaan (punishmear). Pada
sirategi 1 salah satu upaya pemberantasan ko-
mpsi dilakukan melalu jalur pendidikan, selain
upaya pemberian hukuman yang pada akhimya
menuju pada pencerahan. Th negara China, da-
lum rangks memerangi praktik korupsi, peme-
rintahan Tiongkok telab melangkah lebih maju
dengan menyusun bubku antikorupsi yang di da-
lamnya dibahas juga etika dan moral.”

Mengapa Indonesia termasuk dalam rang-
king negara paling korup dalam surved-surve
vang dilakukan, karena alasan berikut ini:"

|} Secara kuaniftarlf’ yang dirasakan oleh
hanya orang dalam masyarakat memang
memberikun  petunjuk adanya  prakiek-
praktek koruptil’ vang berada pada ba-
nyak tempat serta sekor-selitor masvara-
kat dalam proses memperoleh pelaya-
namn;

2) Becara Subsfonsf susssna korupsi ba-
nyak kita rasakan ketika masyarakat sulit

"1 Py Hedi Saurawan (ei-al), Peranan Pendidikan Anii-
kotupst Dim Dalam Mencegah Tegadinya Tindak Kornup-
si, Maknluh vumy disampalkzn dalam scara dengn teman
Urgenst Pendidikan Antikorepsi bagi Generasi Muda In-
donesin, oleh Sekretarial Panite Pelsksana Sepekan Ci-
vig's Generation 2012 Himpunan Mahasisws Jurusan
Pancasila dam Kewsrganegaraan, Universitas Pendidilan
Clanesha Singaraja Bali, 2002, him. 1,

" 8. Eka Iskandar, Mewujedkan Kurikulum Antikonegai,
Jowa Pos, 13 Apnl 2007.

" Antonivs Sudiane, Keripss, Koruptif dan Tindak Pidana
Korupsi, lihat dalam Sormryatl Hartono (editor), Pevaman
Orbyelvnan Dalam Ranghka Pemberantaran Dan Pence-
gabian Korupsl Serra Penvelenggoraan Pemerintah Tamg
Bersih, Jakarin, Komidsi Ombudsman Nasional, hlm, 59,

Lawrenatin Arfinan 5,

memisahkan antars suatu tindakan yang
kenyataznnys membenani  masyarakat
namun warga tidak dapat berbuat lain
karcna warga tersebut memperoleh pela-
vanan tertentun, Pembenanan dilakukan
dengan dalih antara lain untuk perbaikan
fasilitas, tidak adanya anpggaran, atau ke-
pentingan wmum. Lebih dan itu kemu-
dian berbagai penyimpangan ini dilegiti-
masi melalui suslu produk vang terfulis
sehingea penyimpangan tersebut resmi
berlaku secara mengikat atbu sebaga
suatu kebijakan. Dengan kata lain di sini
sulit membedakan antara suatu penyiin-
pangan/kejahatan dengan suatu kehija-
kan‘aturan perundang-undangan;

3) Salah satu indikasi suasan koraptif di In-
donesia adalah banyakanva penyeleng-
gara negara yang memegang jabatan
rangkap baik dalam pemerintahan, insti-
tusi negara, swasta, organisasi. secara so-
rentak schingga tentunya dapat menim-
bulkan potensi Comglicr of fntevest dalam
melaksanakan berbagai jabatan sccara
bersamaan. Akibat dard konflik kepenti-
ngan ini selain kecenderungan terjadinya
penyimpangan juga dapat berupa kebija-
kan dan ataupun tindakan vang bersifat
koruptif,

Dalam perkembangannya pendidikan anti
korupsi  scsunggubnya sangal penting  puna
mencegah lindak pidana koropsi. Satu hal vang
harus diketahui, korupsi bukanlah sclalu terkait
dengan korupsi vang. Namun sisi korupsi dapat
merambah dalam segala hal bidang kehidupan,
Misalnya tenaga, jasa, materi, dan lain schagai-
nya. Pendidikan anti korupsi dini sebagai lang-
kah awal terhadap penanganan kasus korupsi
vang bermula dari diri sendiri dan diharapkan
berimplikasi terhadap kehidupan kelvarga, ma-
syurakat, bangsa dan negara.

B. Apaitn Korupsi?

“Kongkaling” pejabat dengan bawalan
menyulitkan usaha korupsi sesunggubnya bukan
hal atan barang baru, [a sangat dibenci kalau bo-
leh dibilang begity, namun diam-diam banyak
orang, terutama dart lapisan masyarakal atas,
para penguasa politik dan atau militer, para poli-
tis elit, tidak terkecuali para wakil rakyal vang
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dipandang terhormat i, para pejabat dan paras
penegak hukum, apakah polisi, jaksa, hakim dan
tidak terkecuali para advolat, semuanya, dika
ada kesempatan, sangat menyukai korupsi. Ko-
rupsi ibarat binatang jalam dan kumpulannya
memang tidak terbuang. Sejak zaman dahulu
kala korupsi sudah dikenal dan diprakrekkan
oleh banyak orang dari berbagai kalangan seper-
ti dischut di atas, Korupsi sebagai suatu fenome-
na sosial ataupun yuridid, bahkan secara politis,
perdefinitio dikenal dalam pelbagai wujud dan
manifestasi di berbagai belahan burmi (kita) im.*

Sebelum lebih jauh berbicarn korupsi, ada
baiknya kita harus mengetahuoi dulo apa definisi
korupsi, menurut Fockem Andrea kata korpusi
berazal dari bahasa latin corrmiprio atau corrup-
fus { Wehster Student Ditionary; 06, Selanjut-
nya discbutkan bahwa corruption itu berasal pu-
la dan corumpere, suabu kata latin yang lebih
tua. Dari bahasa latin itulah turun banyak baha-
sa Eropa seperti Ingris, yaitu corrupiion, cor-
rupt; Prancis, yaitu corruprion; dan Belanda,
vaitu corruptive (eorruptic). Kita dapat membe-
ranikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah
kats ifu furun ke bahasa Indonesia, yaitu korp-
51." Sudarto mengatakan, bahwa istilah korupsi
berasal dart perkataan corrupifi yang berarti ke-
rusakan, Di sampan it perkataan korupsi dipa-
kai pula untuk menunjukkan keadann atau per-
buatan yang busuk. Korupsi banyak disanghut-
pautkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam
bidang keuangan."

Andi Hamzah mengatakan, bahwa arti
harfiah dari korupsi adalab kebusukan, keburu-
kan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, ti-
dak bermoral serta penyimpangan dan kesocian,
Sedsnghan menurut Roberl Kligasrd yang me-
ngupas korupsi dar perspektif administrasi ne-
para, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah la-
ku yang menyvimpangdar tugas-tugas resmi se-
buzh jabatan negara karena keuntungan statug
ptau vang yang menyangkut jabatan negara Ka-

* 1.E Suhetapy, 2007, J.E Sahetapy, Yang Menberi Telg-
dan dan Menfape Nurani Hukumdam Politik. Jakera,
Komisi Hukum Nasional BRI, blm 178,
" Angdl Hamesh, 2012, Pemberantasm Korupsi Malahi
Hikum Pidana Nasional dan fndernasional, Jakana, Ra-
4?'Grmﬂnd0 Persady, hlm, 4.

Satjipto Rahardjo, Nuwkem Progresits Nwtwm Yang
Mevrhebaikmn, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1 No-
mor |, April 2005, hlm. 17

3m

rena keuntungan stafus atal vang yang me-
nymngkul pribadi (perorangan, keluarga dekal,
kelompok sendin) atau melanggar aturan-aturan
pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi,"

lika mengacu pada khasanab  hukum
Istam, tidak mudah mendefimisikan konipsi per-
515 sama dengan termmclogy korups: yang mun-
cul dalam jagad hukum positif. kesulitan i
akan semakin bertambah ketika korupsi diben
label sebagai extra-ordinary crime. Dalam Figih
korupsi versi Muhammadivah, misalnya sccara
tegas menyatakan bahwa terminology korupsi
merupakan kata modern yang tidak dijumpar pa-
danannya secara tepat dalam fgih/bukum 1s-
lam." Kendati demikiin, lantaran kenyataan
bahwa korupsi merupakan scbuah kata vang
mengacu pada beberapa prakiik curang yang
dilarang dalam hukum islem. Bentuk-bentuk
perbuatan korupsi yang terangkum dalam kon-
sep normative dan figih yang mengandung un-
sur-unsur korupsi tersebut adalab: ghlul, risy-
wah (suap), khinavat (khianat), mukarabah dan
ghasah, sarigah (pencurian), (ntikhoh, dan akfu
swht {makan hasil atau barang haram)."

Sejalan dengan penjelasan di atas, pene-
lusuran terhadap makna korupsi dengan meng-
ungkapkan cin-ciri korupsi i sendin seperti
yang ditulis Syed Hussein Alatas dapat mem-
bante kita untuk memahami makna konseptual

1 Lehih lumut hakwa konsepsi di otas timbul ketikn nda-
nya pemisahan antara kepentingan keuangan jabarannya.
Pringip pemizahan ini berhubungon emt dengan konssp
demokrasi yang memandang pepibit atas penguasa adalah
orang yang diber kepercayaan {obontaswewsniang) oleh
rakyat, Mereka yung metyalnhymakan wewerang diang-
gap telah mengkhianati kepercaysan yang dibenkan kepa-
domya, Jika iz berkhbianot dalam masalal kevangan dise-
but telah metakukan tindakan korups:, lebih lonjut libot
dolam: Chaerul Amir, 2014, Kefakraan Mentberanias Ko-
Fupsl, Suan Analisis Historis, Sosfelgis, dan Yuridis, Jo=
kurta, Deleader, him, 20-91.

" Kompsi Dalam Perspektif Muhsmmadiysh, dalem
Bambang Widjojanio, Abdul Malik Gismar dan Lande M
Syarif (edif), 2010, Koruptor ftu Kafir, Teloak Figih Ko-
vuprl datam Muhammadivah don Nabdfond Ulama, Ja-
lame, Mizan, him. 17,

" Saldi tgra, Pemberaniavan Korupsi: Beberapa Woarizan
Ielam vang Diprakitkan o Indonesia, Jurmal konstitsi
PUSaKo Updversitas Andalas, Volome 11 Nomor 2, No-
vember 2000, him. 162
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dari korupsi* Syed Hussein Alatas mengung-
kapkan beberapa cin dan korupsi, yaitu:™

1) Korupsi senantiass melibatkan lebih dan
satu orang,

2} Korupst pada umumnya melibatkan le-
serharahasiaan, kecuali ja telah begine
mergjalela, dan begito mendalam berurat
herakar, sehingga individu-individu yang
berkuasa, atau mereka yang berada da-
lam lingkungannya tidak tergoda untuk
menyembunyikan perbuntan mereka;

3} Korupsi melibatkan elemen kewajiban
dan keuntungan timbal balik;

4} Mereka vang mempraktikkan cara-cara
korupst binsanya berusaha untuk menye-
lubungi perbuatannye dengan berlindung
di balik pembenaran hukum;

5) Mereka vang terlibat korupsi adalah me-
reka yang menginginkan keputusan-ke-
putusan vang tegas, dan mereka yang
mampu unfuk memengamhl kepotusan-
keputusan itu;

6} Setap tindakan Iv:urupsi mengandung
penipual,

7] Setiap bentuk korupsi adalah suatu peng-
khianatan kepercayaan;

R} Schiap bentuk korupsi melibatkan fungsi
gandn yang kontradiktif dari mercka
vang melakukan tindakan itu; dan

%) Suatu perbuatan korupsi melanggar nor-
ma-norma tugas dan peranggungjawi-
ban dalam tatanan masyarakat.

Meskipun ciri-cir diatas masih bisa diper-
luas, namun ciri-cin korupst yang dikemukakan
Syed Hussein Afatas itu sudah cukup dan dapat
digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifika-
sikan korupst. Dengan demikian dapat dipaha-
mi, bahwa sctiap perbauatan vang diklasifikasi-
kan sebagai korupsi harusiah didekad denpan
cirl-cin tersebut, sehingga kita dapat menhindan
pemahaman vang sempit tentang makna korup-
sllIT

Sementara itu, Jhon S, Gardiner dan Da-

" Elwi Danil, 2001, Kerupsi, Konsep, Tindak Pidana,
davi Pemberaniarammya, Jakarta, RajaGrafinde Persada,
ki, 7,

" Syed Husscin Alstas, 1983, Sowislogl Korigpsi: Sebualk
Penjelajaln Dengan Data Kewfemporer,  Jakarta,
LPIES, him. 12-14.

T Elwi Danil, Dp.cir, hlm, 8,

Linerensiuy Arffonan &,

vid J. Olson, menguratkan pengertian vang
umum dan cukup luss tentang makna korupsi,
Di dalam bukunya “Thef of the Ciy, Reading
e Corruption tn Urban America” sebagaimana
dikutip Soedjone Dirdjosiswore mercka mem-
beri pemahaman secara umum dad sumber-
sumber pengertian korupsi dengan pengelompo-
kan sebagai berikut: ™
I} Pengertian korupsi yang dijelasken da-
lam Qyford English Dictionary,
2} Rumusan menurut perkembangan ilmu-
1lmu sogial;
3) Rumusan yang lebih memberikan pene-
kanan pada jabatan dalam pemerintahan;
4) Rumusan korupsi yang dibubungkan de-
ngan toer pasar;
5) Rumusan korupsi yang berorientasi ke-
pada kepentingan wmum,

Diari ketegon perumusan Secars umum,
yang dilihat dengan pengelompokan seperti di-
kemukakan Jhon A. Gardiner dan Diavid 1. Os-
lon itu, Soedjone Dirdjosisworo sampai pada se-
buah kesimpulan, bahwa korupsi menyangkul
segi-segi moral, sifat, dan keadaan yanp busuk,
jabatan dalam instansi atau aparatur pemerinta-
han, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan
karena pemberian, faktor ekonomi dan polink,
serta penempatan keluarga dan klik, golongan
ke dalam kedinasan di bawah kekussaan joba-
tannya, "

Elwi Danil berpendapat bahwa apa vang
disimpulkan oleh Seedjono ini pada hakikatnya
secars. umum akan mewamnai rumusan hokuam
pidana suatu negara tentang korupsi, sehingga
sanksi pidana dapat disncamkan dan diterapkan
dalam penanggulangan korupsi di nepara ber-
sangkutan. namun, kadang-kadang apa vang di-
anggap lindak pidana korupsi dalam rumusan
hukum pidanan suatu negars tericntu, belum
tentu merupakan tindak pidana kompsi dalam
rumusan hukum pidana negara lain, atau seba-
liknya. Persoalannya justru terletak dalam ke-
rangka politik hukum pidana yvang diamat dan

dikembangkan di negara yang bersanghkutan.”

" Keterangan lehih lengkap mengenai pengelompokan ini
lihat Soedjone Dordjosisworo, 1984, Fungsi Perundang-
Undangan Pidana dalam Penarggwlongan Kovugsi oi fn-
domesia, Bandung, Sinar Baru, hlm. 18-20,

" thid, him, 21,

M Elwi Danil, Opcir, him. 9,
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Komupsi yang semula bersifat personal
{individuall kemudian merambah kea rah yang
bersifat struktural. Lebih dari itu telah menjadi
kultural atsu membudaya, bahkan menjadi sis-
tematik. Dikatakan personal karena hamper sc-
lalu disebut bahwa pelakunya adalah oknum/
perseorangan dan bukan institusional. la mewa-
kili dirinya sendiri, bertindak untuk kepenfingan
pribadi dan bukan atas nama organisasi/instansi
tempat ia bekerja. Bersifat structural karena ter-
nyata penyelewengan korupsi merambah bukan
saja pada oknum tertentu tetapi tclah masuk
dalam struktur kelembagaan sehingga pada ha-
kikatnya lembaga tersebut sudah diceman ko-
rupsi secara kualitas maupun kuantitas. Dimak-
sud sebagai kuftural karena dirasakan telah me-
nyatu dengan kebiasaan masyarakat scrta tradis:
turun temurun schingga dianggap sebagai suatu
kultur, padahal anggapan tersebut hanyalah me-
rupakan upaya untuk memperoleh pembenaran.
Menjadi sistemik karena pelaku koruptif dike-
mas sedemikian rupa melalui sual proses yang
memperoleh landasan-landasan hukum secara
formal sehingga sulit sekali dipisahkan/dibeda-
kan apakah kemasan tersebut legal atau tidak
IE‘@L‘!I

C., Konsep Pendidikan Antikorupsi Bagi
Anak

Korupsi dinilai sebagai penyakit akut ne-
geri ini sepanjang masa orde baru. Oleh karena-
nya, salah satu agenda reformasi adalah penting-
nya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotis-
me secara massif. Berbagai upaya strategis pun
telah dilakukan sejak reformasi bergulic tahun
1998 silam.” Hasilnya, pemberantasan korupsi
dapat dikatakan telah berhasil meskipun masth
banyak pekerjasn rumah, termasuk dinamika
yang muncu] dalam upaya pemberantasan ko-
rupsi, baik it dari aspek regulasi, kelembagaan
dan aspek lain yang mendukung pemberantasan
korupsi tersebut.”

A wntonius Sujena, Pemberantasan Kovupsi Salah Fish
Artike] Kompas tanggal 26 Januan 2004,

2 Laurensius Arliman S, Pelemakon Komisi Pemberania-
san Korups! (KPK) Dengan Kodifikast RUT KUAF, Jur-
nal Hukum Pidana dan Krnminologi Deficth, Volume X1
Momar 1, Juai 2014, klm. 27.

3 Dwi Haryadi, Rekonsruksi Mekanisme Seleks! Komisi-
oner Komisi Pesberantasen Korupsi (KEF) Yang Prog-
resif Dam Berimtegritas, Mokalnh yang disampnikun pada
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Untuk menanggulangl korupsi  maupun
praktek koruptif ada beberapa langkah vang bisa
dilakukan antara lain:"

1} Pertama, adanya tekad yang konkrit dari
seluruh pimpinan penyelengpara negara
khususnya pimpinan pemerintahan untuk
memberantas serta mencegah pertlaku
koruptif (political wilf),

2} Kedua, pembaharuan perangkat perunda-
ngan dengan memformulasikan bentuk-
bentuk perbuatan koruptif (corrupiive
practices) yang lebih konkrit dan tidak
konvensional sebagaimana rumusan per-
undanpan saal ini;

3) Ketiga, prakick koruptif yang menjad
kebiasaan schenamya jusiru paling se-
ring tejadi dan banyak sckali memberi
penderitasn  pada masyarakat karena
langsung divasakan oleh masyarakat se-
hari-hari. Prakick semacam itu bagi pela-
kunya harus diambil tindakan langsung
dan tegas bahkan kalau perlu bersifat fi-
nal;

4} Keempat, meningkatkan kualitas pelaya-
nan meripakan prinsip utama dan asas
pemerintahan vang baik (good gover-
nance). Implementasi korupsi adalah si-
kap ataupun perilaku yang tidak ingin
memberi pelayanan kepada masyarakat.
Budaya tidak membeni pelayanan, pola
aparat yang lebih bersikap meminta pe-
layanan merupakan perilake korupnf
Karena itu suatu lembaga konrol yang
bertugas melakukan pengawasan  atas
pemberian pelayanan dalam penyeleng-
garaan negara harus memperoleh prior-
tas;

5} Kelima, penyimpangan dalam pelaksa-
naan wewenang |maledminisiration) ju-
ga merupakan pola kegiatan (vide buda-
ya) vang bersifat koruptif yang harus di-
cegah dan ditindak. Bentuk-bentuk mal-
administration antara lain indakan yang
janggal (imapproriate), menyimpang (de-

tanggal 11-13 September 2015, Pads Konferensi Hukum
Taiz Megara Fakultas Hukum Universitas Andalas, De-
ngan tema: Menata Proses Seleksi Megara, him |

3 a ntonius Sudjans, Korwpsl, Koruptif dan Tindak Pida-
na Korigess, lihat dalam Sunaryati Hastono (editor), dp,
cif, him. 9-110,
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vigie), sewenang-wenang {arbifrary),
melanggar ketentuan {(irregular, illegiti-
mare), penundaan berlarut {(undue de
lay};

) Keenam, semua bentuk pelayanan publik
oleh aparatur harus gratis, karena itu
benmuk pemberian apapun baik sebelum,
pada wakiu ataupun setelah pemberizn
pelayanan publik harus dilarang dan di-
ambil tndakan tegas techadap pelaku-
nya.

Sebenarnya jika kita lihat Undang-Undang
Momor 3 Tahun 2002 Tentang Komisi Pembe-
runtasan Kompsi dalam Pasal 1 Sub 3 menyata-
kan Pemberantazsan Tindak Pidana Korupsi ada-
lah serangkaian tindakan untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi. Sementara
ity dalam United Nations Convendion Againsi
Corruption (UNCAC Chapter IT Article § — 14)
Juga diatur mengenai prevenfive measures, Na-
mun demikian dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun [|994 Juneto Undang-Undang Momor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korpsi sebagaimana kita ketabui tidak
ada Pasal atau ketentuan khusus mengenai pen-
cegahan korupsi, Bisa kita bayangkan jika se-
andainya konsep pendidikan antikorupsi sudah
dimulai dan ditanamkan kepads anak-anak di
dalam mata pelajaran dan juga dalam etika me-
reka bersekolah, maka akan mencitakan output
pendidikan anak yang bagus kedepannya, vang
secara sadar balwa korapsi itu sangatlah juhat,

Memperhatikan hal tersebur di atas, menu-
rut hemat kami perlu ditambahkan beberapa ke-
tentuan terhudep pencegahan korupsi ind yait;™
) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk me-
miliki dan mengaplikasikan Pedoman Perilaku
bagi Pejubat Publik (Vide Article § Codes of
Congluct for Public Officials dori UNCAC); b)
Kewajiban Penyelenggara Negara menerapkan
asas keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan
aset negara serta keuangan negara; ¢) Kewaji-
ban Penyelenggara Negarn untuk menyampai-
kan laporan kepada public; d) Kewajiban Pe-
nvelenggars Negara untuk memiliki serta me-
laksanakan Pedoman Pemberian Pelayanan ke-
pada masyarakat; &) Koordinasi, supervisi serla

= thick Wm, 12,

Lowrensius Aviiman 5

momioring  implementasi pencegahan tindak
pudana korupsi dilakukan oleh Komisi Pembe-
rantasan tndak Piduna Korupsi,

Pendidikan adalah salah satu penuntun
generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi,
sistem pendidikan sangat memengaruhi perilaku
gencrasi muda ke depannya. Termasuk juga
pendidikan anti korupst dini. Pendidikan, scha-
gai awal pencetak pemikir besar, lermasuk ko-
ruptor sehenamya merupakan aspek awal yang
dapat merubah sescorang menjadi koruptor atau
tidak, Pedidikan merupakan salah sar tonggak
kehidupan masyarakat demokrasi yang madani,
sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal
penccgahan korupsi. Salah satu vang bisa men-
jadi gagasan baik dalam kasus Korupst im ada-
lah penerapan anti korupsi dalam pendidikan
karakier bangsa di Indonesia.™

Pendidikan anti komupsi  sesungguhnya
sangat peniing guna mencegah tindak pidana
korupsi. Jika KPK dun beherapa instansi anti
korupsi lainoya menangkspi para  koruptor,
maka pendidikan anti korupsi juga penting guna
mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnys
pelajaran akhlak dan moral. Pelajaran akhlak
penting guna mencegah terjadinya kriminalitas.
Begitu halnva pendidikan anti korupsi memiliki
nilai penting guna mencegah aksi korupsi, Maka
dari i, scbagai wanita, pemelihara bangsa dan
penelur generasi penerus bangsa, sudah pasti
harus mampu memberikan sumbangsih dalam
hal pemberantasan korupsi. Satu hal vang pasti,
korupsi bukanlabh selolu terkait dengan korupsi
uang. Namun sist korupsi dapat merambah da-
lam segala hal bidang kehidupan. Misalnya te-
naga, jasa, matert, dan sebagainya. Seperti yang
dilansir dari program KPK yang akan datang
bahwa pendidikan dan pembudayaan antiko-
rupsi akan masuk ke kunkulum pendidikan
dasar hingga pendidikan tinggi muolai tabun
2012, Pamerintah akan memulai proyek percon-
tohan pendidikan antikorupsi di  pendidikan
tinggi. Jika hal tersebul dapat terealizasi denpan
lancar maka masyarakat Indonesia bisa oplimis
di masa Jdepan kasus korupsi bisa diminimali-
Sir.r

Adapun hambatan-hambatan dan  upaya
vang dilakukan dalam penerapan pendidikan an-

* | Putu Hedi Sasrawan, e.cie him. 5.
7 fbid hlm, 6,
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tikorupsi menurut | Putu Hed! Sasrawan adalah:
1} Penegakan hukum vang tidak konsisten dan
cenderung setengah-setengah; 1) Struktur birok-
rasi vang berorientasi ke atas, termasuk perbai-
kan birokrasi yang cenderung terjcbak perbai-
kan renumerasi anpa membenahi struktur dan
kultur; 3) Kurang optimalnys fungsi kompanen-
komponen pengawas atau pengontrol, sehingga
tidak ada check and balance, 4) Banyaknya ce-
lahTubang-lebang vang dapat dimasuki tindi-
kan komupsi pada sistem politik dan sistem ad-
ministrasi Indonesia; 5) Kesulitan dalam me-
nempatkan atau merumuskan perkara, sehingga
dari contoh-contoh kasus vang terjadi para pe-
laku korupsi begitu gampeng mengelak dan tu-
duhan vang diajukan oleh jaksa; 6) Taktik-taktik
koruptor unhik mengelabul aparal pemeriksa,
masyarakat, dan rasti yang semakin canggih;
dan 7y Kurang kokohnya landasan moral untuk
mengendalikan din dalam menjalankan amanah
yang diemban.”

Terhadap pendidikan antikorupsi kepada
angk ini jugs akan mengingatkan kita bahwa
pendidikan anti korupsi dini sebagai langkah
awal terhadap penanpanan kasus korupsi yang
bermulz dari diri sendiri dan diharapkan berim-
plikasi terhadap kehidupan keluarga, masyvara-
kat, bangsa dan negara. Kita bisa membayang-
kan alam jengka panjang, pendidikan antiko-
rupsl ini dibarapkan mampu mewujudkan pene-
rintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Ko-
fusi dan Nepotisme serta mampu melaksanakan
ULID 1945 demi terwujudnya gmmr sroverninernt
vang selalu dicita-citakan oleh seluruh masyarn-
kat Indonesia, Pendidikan anti korupsi ini juga
diharapkan mampu memberikan pola pikir bar
terhadap generasi misda dalam mewujudkan ne-
gara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotis-
me.

Mamun kita harus perlu mengingat bahwa
harus peninglkatan peran keluarga dalam penera-
pan pendidikan anti korups, sebagai figur da-
lam pembentukan karakter seorang anak. Selain
it pemerintah dalam hal perpanjangan tangan-
nya melalui Dinas Pendidikan memformulasi-
kan pendidikan anti korupsi dalam mata pelaja-
ran pada jenjang pendidikan formal, schingga
konsep pendidikan anti korupst tu benar-benar

® rhid,
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diimplementasikan dan bukan hanya sebagai
WIECAND Saja.

Dalamn mendukung pendidikan terhadap
pengenalan antikorupsi ini juga hars di dukung
oleh adanya peran kenasama dan masvarakat,
pemerintah serta instans terkait secara Sinergs
untuk dapal mengimplementasikan dan menc-
rapkan pendidikan anti korupsi mi di segala as-
pek kehidupan. Karéna anak akan dengan mu-
diah mengingat hal yang diajarkan kepadanya di
dalam bangku persekoluban, sehingga dalam
implementasi  kehidupannya, anak-anak akan
muda diajak bekerjasama untuk melaporkan hal-
hal vang dinilai cleh mereka termasuk dalam
kategon korupsi, karena hal i1 sudah dinjurkan
dalam bangku persckolahin,

D. Gagasan Pendidikan Amntikorupsi Bagl
Anak

Anak adalah aset zaman yang paling me-
nentukan kondisi zaman tersebut dimasa depan.
Dalam skala yvang lebih kecil, anak adaluh asat
bangsa yang akan menentukan mati atau hidup,
maju atay mundur, jaya atau hancur, sejahtera
atau sengsaranya suatu bangsa, Untuk kontcks
sekarang dan mungkin masa-masa yvang akan
datang yang memjadi musuh bersama masyara-
kat adalah praktck bemama Kompsi, Fakta bah-
wa korupsi sudah sedemikian sistemik dan kian
terstrukiur sudah tidek terbantahken lag. Ada
cukup banvak bukii yang bisa diajukan untuk
memperlihatkan bahwa korapsi tegadi dan pagi
hingga tengah malam, dati mulai soal pengum-
san akta kelahiran hingga kelak nanti penguru-
san tanah kuburan, dan sckror yang berkaitan
dengan keschatan hinggn masalah pendidikan,
dart mulm pedagang kaks hma hingga promosi
jabatan untuk menduduki posisi tertentu di
pemerintahan. Oleh karena i, anak haru dari
sekarang diajarkan untuk mengikis korupsi sedi-
kit demu sedikat, vang mudah-mudahan pada
wakiunya nanti, perbuatan korupsi dapat dibe-
rantas dari negara im atan sekurang-Kurangnya
dapat ditekan sampai tingkat serendah mungkin.

Pendidikan diselenggarakan dengan mem-
beri keteladanan, membangun kemauan dan me-
ngembangkan kreatifitas, Maka untuk mewu-
judkan pendidikan anti korupsi, harus menjadi
tanggungjawab bersama antara keluarga, masya-
rakat, dan pemerintah, karena i pendidikan



Kenxep dan (ragoson Feageralan Perdidian Mﬁrw,,,

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di
dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan ma-
syarakai, Pendidikan kita terdin atas uga bagi-
an, yaitu pendidikan informal (keluarga), formal
isekolah} dan nonformal (masyarakat) yang
dapat saling melengkapi dan memperkaya. Cleh
karena 1, sasaran yamg mgin dicapa: dan pen-
didikan adalah pembentukan aspck kogninf (in-
telektual), afekif (sikap mental atau morel) dan
peikomotorik (skillketerampilan), Maka ideal-
nya, pembentukan aspek kogmtl memad gas
dan tanggung jfawab pam pendudik (gum) di se-
kolah, pembentukan aspek efekif menjadi mgas
don tanggung jawab orangtia, dengan menba-
ngun kepribadian dan kebinsaan. Sedanghan,
pemnbentukan aspek psikomotork memadi wgas
dan tanggung jawab masysrakat (Jembaga-lem-
baga kursus, dan sejemisnyva). Dengan adanya
pembagian tugas seperh im, maka masalah pen-
didikan anti korupsi sebenamyva menjadi tang-
gung jawab semua pihak: orangtua. pendidik
(guru), dan masyarakat, ™

Dalam pendidikan keluarga, mengupayia-
kan pendidikan moral seperti agama, budi pe-
kerti, etika, dan sejerasnyva, menjadi gas dan
tanggung jawab orangtoa, Ayah maupun ibo
harus melatth anak-anaknya untuk juur dalam
melakukan berbagai hal, khususnva vang me-
nyangkul dengan uvang Kejujuran merspakan
prinsip dasar dalam pendidikan anli korupsi.
Katakan saja, kalau scorang avah atan iba me-
nyuruh anaknys untzk belanja sesuatu ke wa-
rung, die hames disgarkan mengembalikan uang
gisa belanja tersebudl dan hdak boleh mengan-
tongl wang sisa belanja tersebut untuk difinyn
sendin. [ntinya kita schagal orangtua hams me-
nanamkan kejujuran pada anak.™ Kita harus dan
berani membentuk sikap anti korupsi sejak dim
dan dimulai dan pendidikan keluarga: Hal ini
jelas merupakan tindakan vang patut dan harus
didukung, schab internalizasi sikap dan kebiasa-
an anti korupsi dapatl saja lewat penegakan hu-

“ Mude Wiryana, Pesvelesalan Problem Soxiol Meial
Ontigtalisas! Fengel Tri Pusat Pendidikan, didalam Ab-
dul Hijar Anwar, Efekrivitas Pemberantasan Korupsi D
Tndonesia, Jumidl Advokasi, Volume | Momor 1, 2007,
him, 104.

* Srevani Elisnbeth, Pmdlﬁ'lkandnﬂkﬂmps! Dipmadaas cleary
Rimmah Tongga, lihat dalam: o i APaTLED.
idf berita’ (812 1 Zkeara] humy, dinkses pada tanggal: 12
Junz 20

Lawrensins Ariiman 5

kum maupun pendidikan yang bermlai preventif
dan edukatif. Maka arah dari sempa langkah itu
aclalab membangun kultur perlawanan terhadap
budays korupsi vang dimulai dari pendidikan
keluarga, dengan sifst mencipiakan efek jera,
menebarkan budaya malu, menciptakan budaya
kepujuran, budaya tanggung jawab dan berupaya
untuk mencegah agar para calon pelaku korupsi
takut untuk berbuat serupa.

Pendidikan di sekolah, mengembangkan
pendidikan ipick (1lmu pengetabuan dan tekno-
logi) menjadi tugas dan langgung jawab para
pendidik (gumn) di sekolah. Maka untuk mewu-
judkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di
sckolab harus dionentasikan pada tataran moral
action, agar peserta didik tidak hanya berhenti
pada kompetensi (comperence) saja, letapl sam-
pan memiliki kemauan (will), dan kebiassan (fa-
i) dalam mewujudkan nilai-nilal dalam kehi-
dupan sehari-har. Lickona (1991}, menyatakan
bahwa uniuk mendidik moral anok sampai pada
tataran moral action diperlukan figa proses pem-
binaan yang berkelunjutan mulai dan proses
moral Emawing, moral feeling, hingga sampai
pada moral action, Ketiganya harus dikembang-
kan secars terpadu dan seimbang.|10] Dengan
demikian diharapkan potensi peserta didik dapat
berkembang secara optimal, baik pada aspek ke-
cerdasan intelekiual, yaitu memiliki kecerdasan,
pintar, kemampuan membedakan vang baik dan
buruk, benar dan salah, serta menentukan mana
yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa
kemampuan mengendalikan emosi, menghargal
dan mengerti perasaan otang lain, dan mampu
hekerja dengan orang lain. Keccerdasan sosial,
yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, se-
nang menolong, berteman, senang bekera sama,
senang berbuat unfuk menyenangkan orang lun,
Fecerdasan spritual, vaitu memiliki kemampuan
iman yang anggun, merasa sclalu diawasi oleh
Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta’alah,
disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai
bersyukur dan berterima kasih. Sedanpkan ke-
cerdasan kinestetik, adalah menciprakan keper-
dulian terhadap dirinya dengan menjaga keseha-
tan jasmani, tambuh dari rizki yang hahal, dan
sebagainya. Maka sosok manusia yang me-
ngembangkan berbagal kecerdasan tersehut,
diharapkan siap menghadapi dan memberantas
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perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.”'
Pendidikan di sekolah harus dilakukan
secara berkelanjutan mulai dari proses moral
knowing, moral feeling, hingga moral action.
Kenapa, karena pendidikan memililks peran yang
strategis dalam mendukung dan bahkan mem-
pcma?ar. pembentukan masyarakat berkeada-
ban,** memiliki kemampuan, keterampilan, efos,
dan motivasi uniuk berpartisifasi aktif secara ju-
jur dalam masyarakat. Dalam konteks ini, me-
nurut penulis dalam pendidikan di sekolah, per-
lu membangun “kantin kejujuran” di sekolah-
sekolah, tidak hamya berkesan simbolik, atau
bersifat basah basih, tetapi harus dirancang de-
ngan muatan sifat edukasi yang dikemukan di
atas. Mungkin saja, eksistensinya mungkin ler-
lalu kecil di tengah gelombang "budaya korup-
gi" dan “erosi kejujuran” yang melanda dan
mendera bangsa ini. Tapi bila semua proses
pendidikan dan pengajaran sekolah-sekolah di
seluruh Indonesia membudayakan gerakan yang
sama, maka lamban atau ccpat manfast besar
dar proses pendidikan ini akan sama-sama di-
rasakan. Secara teknis, pada "kantin kejururan™
di sekolah, tiap pembehi atau siswa boleh meng-
ambil barang apa pun di kantin tersebut, mem-
bayarnya, dan mengambil sendiri uang pengem-
baliannya. Tidak ada penjual atau penjaga yang
mengawasi, sehingga kalau seseorang mau ber-
sikap tidak jujur dengan mengambil tanpa mem-
bayar atau membayar semaunya saja, tidak akan
ada orang yang tahu. Yang dibutuhkan adalzh
mendengarkan suara atau kata hati nurani, de-
ngan merasa tanpa diawasi oleh siapapun, maka
hati dan tindakannya tetap harus mewujudkan
gikap jujur. Dengan demikian ukuran sukses
atau tidaknya tujuan kantin tersebul akan tecli-
hat dari neraca keuangannya, apakah secara bis-
nis bisa berjalan terus atau bangkrut.” Hal ini
gebagai salah satu upaya untuk menanamkan
dan membentuk perilaku anti korupsi sejak dini.
Maka melalui kebiasaan dan pemberian contoh,
para siswa akan belajar untuk bersikap jujur,
kerja keras, disiplin, berani, tanggung jawab,

" Hujair A H. Sanaky, O cit
* pzyumardi Azre, 2002, Paradigma Baru Pendidikan
Nasional, Rekonstruksi dan Demokratizasd, Jakarta, Kom-
, hlm. XTX.
! Resi Supiarto, Perdidikan A Korpsi Sefok, di dalam
Hupair A H. Sanaky, Op.cir..
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mandiri, sederhana, adil, dan peduli, sehingga
dil}f.mpknn akan terbentuk karakter anti korup-
&l

Proses percepatan pemberantasan korupsi
bukan seperti membalik telapak tangan. Artinya,
lebih dari itu harus ada kerja-kerja keras yang
spartan dan simultan antara aparat pencgak bu-
kum dan masyarakat. Harus dibangun kesadaran
yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya
maly melakukan korupsi. Make munculnya wa-
cana dan kesadaran moral untuk memberantas
korupsi yang sudah menggurita ke segala lini
kehidupan masyarakat Indonesia, selain melalui
mekanisme hukum, jugs membangun filosofi
baru berupa penyamaan nalar dan nilia-nilai ba-
ru yang bebas korupsi melalui pendidikan for-
mal, nonformal, dan informal. Hal itu dilakukan
karena pendidikan memiliki posisi sangal vital
dalam upaya membangun sikap anti korupsi.
Karena, hakekat pendidikan adalah suatu proses
menumbuhkembangkan eksistensi peserta-hdik
yvang memasyarakal, membudaya, dalam tata
kehidupan bermasyarakat,™*

Atas penjelasan yang diatas, gagasan yang
bisa penulis tawarkan uniuk memperkuat pem-
berantasan korupsi di Indonesia adalah sebagai
berikout:

1} mengimplementasikan pendidikan anti-
korupsi ini dari mulai jenjang pendidi-
kan yang paling bawah sampai akhir un-
tuk anak;

2} Pemerintah harus memberikan pendidi-
kan bagi guru-gur terhadap korupsi;

3) Menyediakan fasilitas-fasilitas  yang
mendukung;
buku, akses intermet, simulasi bentuk ko-
rupsi,

4) Mengajak masyarakat aktif dalam mem-
berikan contoh vang baik dalam penga-
jaran antikorupsi pada anak;

5) Aparat penegak hukum saling menguat-
kan dalam memberantas korups,

E. Penutup
Korupsi sekarang bisa dikatakan kejahatan
yang dikategorikan kejahatan luar biasa, korupsi

H [hid,

* HAR. Tilsar, 1999, Pendiditan, Kebrdayaen, dan Ma-
svarakas Modani Tncmesia, Strategi Reformasi Pandidi-
keer Nasional, Bandung, Remags Rosdakarya, him. 28,
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juga merusak bangsa Indonesia dan juga masya-
rakatnya, bisg dibavangkan apabila korupsi ini
dibiarkan berkembang biak di Indonesia, maka
pasti dijamin bangsa Indonesia kedepannya pas-
ti akan hancur, karcna regenerasi bangsa kita
menjadi haneur. Anak sebagai penerus generasi
bangsa, haruslah di benkan pendidikan denpan
kualitas yang baik dan terartur, salah safu yang
bisa diajarkan kepada ansk adalah pendidikan
antikorupsi. Pendidikan antikorupsi mengajrkan
anak untuk mengetshui bahwa korupsi adalah
tindakan yang sangat jelek, dan ditentang oleh
semua masyarakat, Tulisan ini menjelaskan me-
ngenai konsep pendidikan anatikorupsi di seko-
lah yong digjorkan dalam pendidikan formnal,

Lanrenzius Arflman 5,

konsep pendidikan ind harus dimulai dari keluar-
ga, sekolah, masyarakat sera pemerintah dan
lemabaga-lemabaga lain yang ftekait terhadap
anak, Gagasan vang penulis tawarkan adalah
mengimplementasikan  pendidikan  antikorupsi
i dari mulai jenjang pendidikan yang paling
bawah sampai akhir untuk anak, selain i pe-
merintah harus memberikan pendidikan bagi
guri-gurn terhadsp korupsi, dan menyediakan
fasilitas-fasilitas yang mendukung, antara lain:
buku, akses imternet, simulas bentuk korupsi.
Selain 1tu mengajak masyarakal dan aparat pe-
negak hukum saling menguatkan dalam mem-
berantas korupsi, A
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